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Kerugian Negara se-Kalbar Rp105 M

‘ Sambu’ngah dari halaman 9

Kerugian Negara Se-Kalim- -

antan Barat di Pontianak, Se-

lasa (30/4). Dari indeks terse- -

but diketahui, total kerugian
negara yang terjadi sebesar
Rp105, 7 miliar dengan total
1540 kasus. Fitra membuat
ranking, kabupaten/kotayang
memilikiindeks kerugiantert-
inggi hingga terendah.
Direktur Investigasi dan
Advokasi Fitra, Ucok Sky
Khadafi, mengatakan Kota
Pontianak masuk pada uru-
tan pertama daerah dengan
kerugian negara paling besar
dengan nilai Rp26 miliar. Ada
115 kasus yang ditemukan di
Kota Pontianak. Pada urutan
| ketiga adalah Kabupaten
' Melawi dengannilai kerugian
negara sebesar Rp20 miliar,
sementara urutan ketiga Ka-
bupaten Pontianak dengan
nilai kerugian negara sebesar
Rp10 miliar (Data selengkap-
nya lihat grafis).
Sementaraituuntuktingkat
provinsi, Kalimantan Ba-
rat menyumbang kerugian
negara sebesar Rp58,9 miliar.
Angka ini menempati urutan
pertama jika dibandingkan
provinsi lain di Pulau Kalim-
antan. Peringkat kedua yakni
Kalimantan Timur dengan
nilai kerugian Rp18,8 miliar.
Peringkat ketiga ditempati
Kalimantan Selatan.dengan
nilai kerugian negara sebesar
Rp7,8 miliar. Sedangkan Ka-
limantan Tengah menempati

posisi terakhir dengan nilai

kerugiannegarasebesarRp5,6 .

miliar. :

UcokSkyKhadafiindeksini
disusun berdasarkan Lapo-
ran Keuangan Pemerintahan
Daerah yang disusun Badan
Pemeriksa Keuangan. Tahun
kerugian negara ini dimulai
dari tahun anggaran 2008-

2012. “Artinya BPK menemu-

kan adanya kerugian negara
mulai tahun anggaran 2008
hingga 2012,” kata Ucok.
Ucok menjelaskan, yang
dimaksud kerugian negara
ada dua kategori. Pertama,
pemerintah daerah sudah
memberikan laporan keuan-
gan tetapi belum sesuai dan
dalam proses tindak lanjut.
“Karena laporan tidak sesuai
standar auditor, maka uang
negara belum dikembalikan
ke kas negara,’ jelasnya.
Kedua, pemerintah daerah
sama sekali belum menin-
daklanjuti hasil temuan au-
ditor negara, dan tidak mau
mengembalikan uang negara
ke kas negara. “Inilah keru-
gian negara karena kesalahan
pengelolaan anggaran,” jelas
Ucok.
MenurutUcokbanyakuang
yang dikelola dan kemudian
ada temuan namun belum
dikembalikan pada kas neg-
ara. Ucok mencontohkan
penyajianinvestasi permanen
pada PDAM Provinsi Kalbar
dalam Neraca Pemerintah
ProvinsiKalimantan Baratper
31 Desember2011sebesarRpl

miliaryangtidak berdasarkan
metode Ekuitas dan Going
Concern.

“Sehingga penyajian akun

Penyertaan Modal senilai

Rpl miliar pada neraca per
31 Desember2011 tidakdapat
diyakini kewajarannya dan
Pemerintah ProvinsiKaliman-

tan Barat menghadapi risiko -

kerugian atas penyertaan
modal pada PDAM Provinsi
Kalimantan Barat,” kata Ucok
mengutip salah satu laporan
BPK.

Hal tersebut, kata Ucok,

disebabkan Kepala BPKAD

Provinsi Kalimantan Barat
tidak melaporkan penya-
jian penyertaan pada PDAM
Provinsi Kalimantan Barat
sesuai dengan SAP dan kon-
disi PDAM Kalbar yang sudah
tidak beroperasi dan tidak
memiliki manajemen seh-

ingga tidak menyampaikan

Laporan Keuangan per 31
Desember 2011.

Itubaru satu contoh. Menu-
rut Ucok banyak sekali kasus
lain yang ditemukan dalam
sejumlah laporan BPK. Kasus
lain misalnya danayang digu-
nakan untuk bantuan sosial
berupa uang tunai kepada
lembaga-lembaga pendidikan
non formal.

Kondisi tersebut mengaki-
batkan realisasi belanja ba-
rang/jasa dan bantuan sosial
pada Laporan Realisasi Ang-
garan Tahun Anggaran 2009
tidak mencerminkan jumlah

yang sewajarnya. Selain itu

adapelampauankewenangar

dalam pengelolaan anggarar
bantuan sosial oleh Dinas
Pendidikan Provinsi Kalim:
antan Barat.

i Kasus lainyang disebutkar
adalah belanja pengadaar
pakaian hansip/linmas pad:
Badan Kesatuan Bangsa dar
Perlindungan Masyaraka
sebesar Rp2,4 miliaryangber
indikasi merugikan negara.

‘Lim Khen Sia dari Fakt:
Kalbar mengatakan selam:
ini hasil pemeriksaan BPK
yang disampaikan kepad:
pemerintah daerah maupur
DPRD hanya bersifat reko
mendasi kepada pemerintal
untukditindaklanjuti. Tindal
lanjut bisa berupa perbaikar
pada kesalahan administras
ataupengembalian danayan;
terpakai tidak sesuai aturar
yang ada. Hal ini dinilai tidal
memberikan efek jera bag
pengguna anggaran. “Sebal
proses hukum belum pernal
dilakukan BPK," katanya.

Belum adanya sanksi yan;
jelas kepada pejabat yan;
salah dalam pengelolaar
keuangan, kata Lim Khen;
Sia, akan menimbulkan ke
salahan yang berulang kal
terjadisehingga dapatmenim
bulkan praktik korupsi. “Hasi
pemeriksaan BPK selama in
juga kurang mendapatkai
perhatiandari DPRD. Padaha
Legislatif sebagai lembag:
kontrol mestinya melakukax
pengawasan pada pengelo
laan anggaran.” (her)
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